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Abstrak

BENI ARYA DWINANTO ( E.42009069) : Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23.tal0i 2010, tentang Pajak Restora di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer'aJ}Kébupaten Kayonél‘ﬂtaj;g. Skripsi. Pontianak: Program Studi
Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpufﬁ‘"-Qpngan Remerintah  Provinsi
Kalimantan Barat. Tujuanspenelitian ini adalah untuk mengetahui dan“mgngan lisis pengaruh Sumber
Daya terhadap Implemsn’fési Peraturan Daerah Kabupaten'Kayong Utara Nomer 23 tahun 2010 tentang
Pajak Restoran di Difias Pendapatan, Pengélolaan Keuangan dan Aset Daerah Kablpaten Kayong Utara.
Melalui uji statistik regresi “i. linier sederhana dengan menggunakan ‘jumilah populasi‘yan‘g ada yaitu
berjumlah 33orang. Hasily -enelitian menunjukan bahwa ada koefisien korelasi (R) sebesar 0,757 dan
persamaan’ regresi Y. = 2,729+0,554X.%Berdasarkan analisi$ data statistik,  indikator-indikator pada
penelitian ini bersifativalid «dan reliable. Hasil hipotesis menunjukan bahwa uji_diperoleh nilaisF niwng
sebesar (41,493)> F el (4,17) dengan nilai, probabilitas =/0,000 lebih kecil dari nilai probabilita‘s‘-Q,OS,
maka H, diterima dan H, ditolak. Hal ini berarti sumber daya berpengaruh signifi-an terhadap efektivitas
im@lementasi Peraturan Daesah Kabupatén‘ Kayong &tara Nomor 23 tahun 2010 tentang Pajak Restor%n.

Ka?a Kunci : Sumber daya dan implementasi Perﬁj'ran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23

"-i tahun 2010 tentang Pajak Restoran | h .
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BENI ARYA DWINANT (E.42009069) :"Ii\’émtli:ces'?mﬁuence to Implementation of Law of'"Kayong
Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration On Earnings, Monetary Managgément and
Asset of Area of Kayong Utara Regency Agency Services. Skripsi. Pontianak : Public Administration
Science Study of Governmental Cooperation between Tanjungpura University with West.ﬂ'(alimantan
Government, This research target is to know and analyse.the-Resouerce influence to Implémentation of
Law of Kayohg Utara Regemcy-of-Number 23 year 2010 about Tax Restoration On Earr_u"ngs, Monetary
Management aqd Asset of rearof Kayong Utara Regency Agency Services. Th ough statistical test of
simple linear reggession by using existing population amount by, 33, people. Result oj_:’fesearch indicates
that there is correlation coefficient (R) equal to 0,757 ‘and equation of regresi Yz= 2,729 + 0,554 X.
Pursuant to statistical-analysis, indicators of this research have the characters of valid and reliable.
Hypothesis result indicates that the*test=F-abtained from.Feourequalto (41,493) > Fiapie (4,17) with the
probability values = 0,000 smaller than probability values 0,05 which is means Ha accepted and H,
refused. Matter of this Resources have an significantly effect to effectiveness of Implementation of Law of
Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration.

Key Words: Resources and Implementation of Law of Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010
about Tax Restoration.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu
pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya,
yaitu rumah

mampu mengatur dan mengurus

tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal
dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan. Sumber
Pajak Daerah tersebut diharapkan  menjadi sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan

pembangunan  daerah  untuk  meningkatakan
pemerataan Kkesejahteraan rakyat. Salah satu J;e}ak
ukur besarnya pendapatan / penerlmaalg;pajak daerah
yang dimilki setiap daerah -d'fédlkan indikator
kesiapan Pemerintah Da‘érah dalam 'berotonomi
daerah. Oleh karena"' tu perolehanrPajak Daerah

diarahkan untgk menlngkatakan Pendapatan™, Asli
g,PAD) yang

menyelenggarakan otonomi daerah yang secara

Daerah digunakan untuk
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dengan hal tersebut berikut akan disajikan tabel
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di

DP2KAD Kabupaten Kayong Utara:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
di DP2KAD Kabupaten Kayong Utara

Target Yang
Belum
Tercapai

No PAD TH PAGU DPA REALISASI

Pajak
1 Restoran 2011 32.760.000 9.875.800 22.884.200 30,5%

2 Pajak

2012 646.710.377 327.705.188 319.005.188 50%

Restoran

,-Sumb,er Hasil Pengolahan Peneliti Tahun 2013

DarHabeI diatas terlihat bahwa realisasi
Penerimaan Pajak Reggoran penyerapannya setiap
tahun masih_belum optlmakQal ini dapat terlihat dari
masih jauhnya reallsaS| dari targeLyang telah
ditetapkan oleh DP2KAD. Teflihat pada tahun 2011
dari pagu yang telah ditetapk n dalam DPA sebesar
32.760. 000 yang dapat terealisasi hanya sebesar"‘-

_30,5%, dan pada tahun 2012 kemampuan mencapal

konseptueﬂ diharapkan: memiliki kemampuan nyata arget juga - masih belum mengalami  kenaikan %ng

dan bertaaggung jawab. Tuntunan akan kemampuan alfml

menyiasati penerimaan Pajak Daerah melalui upaya-

¥
tersebut dnT;lrapkan bersumber dari kemampuan mar]pu ter

dilakukan

peningkatan dari waktu kewaktu.

upaya yang. dapat sehingga terja

Kabupat’ép Kayong Utara , sebagai daerah

. ’
otonomi dalam melaksanaka -  pembangunan,

menganut azas desegtrallsaﬂ yang_diwujudkan dalam- . mampy mencapal target  ang
bentuk prakarsa ballgidalam men ntukan kebijakan

ikan “hal ini terlihat dari target” yang h&nya
apai sebesar 50% saja. 'b‘
4Salah satu pajak yang memiliki potensi ‘éukup
betar tuk ditingkatkan penerimaannya adalaf'\ Pajak
'estﬁ" an menginggat semakin banyaknyd usaha
ah makan_yang ada di Kabupaten Kayong Utara.
Namun kenyataan pajak tersebut selarrg!’ ini belum

dltétapkan dan

; cenderung belum berjalan sesuai dengan ketetapan

perencanaan, pelaksanaan dan segi pemblayaan seperti yang diatur dalam “peraturan yang | te1ah

maupun perangkat pelaksanaannya Apablla dilihat

dikeluarkan oleh Pemermtah Daerah Kabupaten

dari segi penerimaan Pajak Daerch diKapupaten “Kayong Utara. Sebagal sampel peneliti mengambil

Kayong Utara dalam rangka pemanfaatan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan
Otonomi  Daerah, masih mengalami  kendala
khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah
melalui Pajak Restoran. Hal ini dapat dilihat dari
belum dapat terserapnya setiap anggaran yang telah

ditetapkan disetiap tahun anggarannya, berkenaan
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data wajib pajak restoran di tiga kecamatan yang ada

di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebagai berikut:
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Tabel 1.2
Data Wajib Pajak Restoran / Rumah Makan
di Kabupaten Kayong Utara

Jumlah Rumah
No Kecamatan Makan Keterangan
2011 2012
1 Sukadana 36 40 Bertambah
2 Simpang hilir 11 13 Bertambah
3 Teluk Batang 9 10 Bertambah

Sumber: DP2KAD Bagian Pendapatan Kab. Kayong Utara
Dari tabel diatas terlihat bahwa rumah makan

ada di tiap-tiap kecamatan mengalami

yang

penambahan setiap tahunnya dan peningkatan yang

paling  besar terjadi di Kecamatan Sukadana e

Peningkatan yang terjadi di Kecamata}_glsukadana

terjadi karena di kecamatan |nll§h- “Usat pemerintahan
berada dimana pada harl-hﬁrl kerja tentunya banyak
pegawai kantor yangf melakukan makan bersama di
rumah-rumah r:gakan pada jam kerp dan hal ini"yang
mendorong ,pI's.aha rumah makan bertambah seﬁap
i kecamatan ini seldin

tahunnyafai itu Juga di

kecamataH inilah pusatpariwisata berada dimana’s
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b.  Pegawai yang diberikan wewenang terkadang
masih belum mengetahui cara melaksanakan
kebijakan yang diberikan dan tidak sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan.
Terlebih terkadang data yang diberikan oleh
pegawai terkait kepatuhan pelaksana kebijakan
juga belum sesuai peraturan yang ditetapkan.

c. Berhubungan dengan

wewenang, biasanya

pegawai dalam  melaksanakan  kebijakan
terkadang tidak suka menggunakan cara formal,
cara informal biasanya ditempuh karena mereka
beranggapan lebih cepat dan formalitasnya dapat

ﬂ}f‘henyusul

d.  Sarana daf" puqsarana penunjang yang masih
rendah karena petugas,pfmungut pajak restoran
yang 2 Tﬁua)

menggunakan ‘1-(satu)_buah kenda{aan bermotor

berjumlah orang hanya

dan ity merupakan kendaran pribaai’:cjari salah

satubegawai pemungut pajak. L

Sehubungan dengan hal~" tersebut h:i'aka

Pemerlntah Daerah Kabupaten Kayeng Utara perlﬁ

terdapat o’ayek wisata pantai dan pegunungan yang “1 memikirkan secara serius masalah-masalah yanglerat

setiap pekhnnya selalu diserbu oleh wisatawan.

Selain fenomena diatas masih terdapat quJ
beberapa permasalahan yang ada di DP% A

i. hubungannya dengan Pajak -

estoran dan berljsaha

ir*latukan upaya demi mengeptimalkan penlngkatan
@nerlmaan pajak sehingga Pajak Restoran dapat

berdasarkan H;aSIl observasi dan wawancara peml‘r‘f’ 'mEmEen kontribusi yang besar dalam menlngkatkan

dlantaranya.gebagal berikut:
a. Jumlah staT)atau pegawai yang tidak mencukupi,

memadai atafip%l‘m tidak kompeten dibidangnya- .

seperti misalnya pegawai pemungut Pajak
Restoran di Bagian;‘Pend patanyang hanya

berjumlah 2 (dua) orahg_dan harus memungut

.‘ Pajak Daerah secara khusus dan Pendap’atan Asli
Daerah secara umum. Perkembangan Kaby‘p‘)aten
Kayong-Utarayang merupakan kabupa)én yang baru
mekar dan telah r;leﬁgri‘k anyalg-’“investor yang
menanamkan investasinya di Kabyb"aten Kayong

Utara menuntut Pemerintah,l}aéirah untuk bertindak

pajak restoran di empat Keca atan di "Kabupaten-tebih ~pekarrielihat perubahan yang terjadi terlebih

Kayong Utara yaitu Kecamatan Sukadana,

potensi

pariwisata besaryang dimiliki Kabupaten

Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Kayong Utara dan perkembangan pariwisata yang

Batang dan Kecamatan Simpang Hilir. Terlebih
pegawai yang diberikan wewenang juga belum
berstatus pegawai negeri sipil dan masih banyak

yang masih pegawai tidak tetap.
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semakin baik telah mendatangkan banyak kunjungan
wisatawan ke daerah Kabupaten Kayong Utara dan
hal ini diikuti dengan semakin banyaknya usaha

Rumah Makan yang dibuka oleh masyarakat.
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Perlu adanya perhatian Pemerintah dari sektor
pajak ini menginggat pajak merupakan iuran dari
yang
kepentingannya adalah untuk pembangunan daerah itu

rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat

sendiri, tanpa kesiapan, kesigapan dan peran serta dari

pemerintah dan kesadaran dari masyarakat maka tidak

akan  dapat terwujud  pembangunan  yang

berkesinambungan di Kabupaten Kayong Utara.
Dari uraian masalah diatas maka penulis

tertarik untuk membuat skripsi dengan judul

“Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23
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Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010
di
Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

tentang Pajak Restoran Dinas Pendapatan,
Kayong Utara.
Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan terutama dikaitkan
dengan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi
kebijakan khususnya pengaruh sumber daya terhadap

implementasi kebijakan.

e e B
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dl Dina§ I\/l'anfaat:praktls
Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan da Jg,ASet Daerah Adapuﬁ"‘maqfaat praktis dari penelitian ini
. ey
(DP2KAD) Kabupaten Kayong ptara antara lain: o
=

Pembatasan "
Permasalahaﬁ’

Karena fak‘tor faktor yanp mempengaruhl
|mplementa5| kebuakan sangat banyak dan luas
seperti apag‘yang dlungkapkan George C. Edvyard i
yang mei1gkaji empét faktor atau variabél.. dari
kebuakanhyaltu struktur blrokra5| sumber daya,
komunikasl, disposisi. Maka penelltl membatasinya
pada penghuh sumber daya terh dap |mplementas| J
Peraturan Daerah Kabupaten Kayo 9 Utara Nomor ? J
Dlnas:
Pendapatan, Pe“tﬁgelolaan, Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2010 | tentang Pajak Restoran di

Kabupaten Kay&nLg Utara.
Perumusan Perm‘asalahan

Atas dasar Latgr Belakang Masalah tersebut d

atas, maka peneliti meng@mbll perumusan:masalah
sebagai berikut: Seberape{"bgs_ar .pengaruh sumber

daya terhadap Implementasi
Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kayong Utara?
Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber
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Mlbldang ilmu pemerlntaha sesuai-dengan glaorl

Perattran-—Dagrah...

a. Dapat digunakan sebagai “bahan masukan atau
-
pertimbangan bagi Pemerintah DaeFé‘h.,Kabupaten
Kayong Utara dan Kepala Dinas Pendeiba.l’?‘n,

Pengelolaan Keuangan dan Aset beserta staf; ™

~p—Bagi pen'éliti, manfaat yang bisa. diperoleh ’;dari

_penelltlan
nl bengetahuan dan wawas n, khususnya dalama

ini adalah untuk mengemban;‘;kan

yanq telah didapatkan di bangku kuliah. 'f

L ‘ 1,_ "+
% KERANGKA TEORI DAN METODOF_OGI
1 Kerangka Teori J;'

Menurut Edward 1) (dalameamo 2007:174)
|mplementa51 kebljakan ad lah svgrah satu tahap
kebijakan-publik, antara pemtgentruf(an kebijakan dan
konsekuensi—konsekuensi_@i.jdkan bagi masyarakat
yang.dipengaruhinya. Lebih lanjut Edward I
(dalamAgustino,2008:149) mengungkapkan terdapat
yang
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

empat  variabel sangat  menentukan
1. Komunikasi

2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi
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daya terhadap implementasi Peraturan Daerah
Menurut Purwanto dan Dyah Ratih
Sulistyastuti  (2012:106-110) terdapat berbagai

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai
berikut:
1. Akses
Dalam hal ini

akses  mengandung

pengertian bahwa dan  orang-orang yang
bertanggungjawab untuk

mengimplementasikan  kebijakan  atau
program mudah dikontak oleh masyarakat

yang menjadi kelompok sasaran kebijakan

o
atau program tersebut apabila rgereket

membutuhkan  informasi Jc,atal]{’ ingin
menyampaikan penggdaa'ﬁ'.
2. Cakupan J_,r'
Indikator,s'ih'i digunakants, untuk menilai
sebeLap‘e; besar _kelom'pok sasaran"‘_)_/ang
sqaéh dapat -dijangka = oleh kebijakan
;f;ublikyangdiimplementasikan. ) |
3. !‘:rekuensi
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Indikator ini digunakan untuk menilai

apakah tindakan implementer dalam

menjalankan ~ tugas  mereka  untuk

menyampaikan keluaran kebijakan kepada

kelompok sasaran dapat
dipertanggungjawabkan atau tidak.

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan
Indikator ini digunakan untuk mengukur
apakah berbagai keluaran kebijakan yang
diterima oleh kelompok sasaran memang
sesuai dengan kebutuhan mereka atau
tidak.

- “Dalam penelitian ini terkait ~dengan
implementas??téhijgkan peneliti menggunakan teori
dari George C. EdvTErd.JJi dengan variabel yaitu
komunikasi, sumberdaya, 'isp_gsisi dan struktur
birokrasi. Sedangkan suntuk teoﬁ“‘:i.ndikator dari
implemept‘ési kebijakan, peneI‘i'}tl'r,___ ~ hanya
mengguﬁakan 3 indikator d#ri teori Purwa{ﬁ‘tp_ dan

Dyah Ratifi - Sulistyastuti (2012:106-110) ylaitu

=== N a
——akses, cakupan dan frekuensi, hal”ini menginbgat
%rekuensi' merupakan indikator untuk H[ Seperti frekuensi dan servi.e delivery (ketepatan

ngukur, seberapa sering kelompok 'E layanan) yang memiliki kesamaan délah hal \A?éktu

program.
4. Bias &
1\
Bias merupakan indikator yang digunakan

e
I
zg;aran dapat memperoleh layanan yar.:%jj f}hiy&gga peneliti memilih salah satu diantaranrfya.
: ¥
2 B

|.E Menurut Edwar Il ’Kdalam

Lrl/Vi'd"O'd*o,ZOOS:QS) terkait suber daya mep“lagaskan

! d
g!)ahwa “Bagaimanapun jelas dan klgfnsistenya

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan ;érsebut, jika

untuk r.T"\QniIai apakah p_elayanan' yang - . para -pelaksana kegijallfan yang berta,rfz;gung jawab

diberikan "”-\ oleh implementer bias untuk melakéanakan kebijakan ku,réng mempunyai

(menyimpamg.)"e.~

masyarakat yand ‘bukan,menjadi sasaran

. i fi

kepada Kelompok sumber-sumber” daya untuk melakukan pekerjaan
secara efektif, maka implementasi kebijakan

s terseBUttidak akan efektif”.

Variabel atau faktor

kebijakan.

5. Service delivery (ketepatan layanan) yang mempengaruhi

Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan  implementasi  kebijakan  adalah

apakah pelayanan yang diberikan dalam sumberdaya. Lebih lanjut menurut George C.
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implementasi suatu program dilakukan
tepat waktu atau tidak.

6. Akuntabilitas

disebabkan oleh karena staf yang tidak

mencukupi, memadai ataupun tidak
kompeten dibidangnya;

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan,
informasi mempunyai dua bentuk vyaitu
pertama informasi yang berhubungan
dengan cara melaksanakan kebijakan dan
kedua, informasi mengenai data kepatuhan
dari para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan;

c. Wewenang; pada um mnya wewenaﬁg‘
harus bersifat formal agar pyp&ah dapat
dilaksanakan; » "

d. Fasilitas; tanpa,fada fasilitas pendukung

(sarana dart prasarana) taka implementasi

'Kabupaten Kayong Utara.
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Edward 111 (dalamAgustino,2008:151)
indikatorsumber daya terdiri dari beberapa

elemen, yaitu:
a. Staf; sumberdaya utama dalam
implementasi  kebijakan adalah  staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi

kebijakan salah satunya

prasarana yang baik maka diharapkan akan
mempermudah pengimplementasian suatu kebijakan
tersebut. Oleh karena itu terdapat hubungan yang
saling mempengaruhi antara  ketersediaan sumber
daya dan keberhasilan implementasi suatu
kebijakan.
2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan
metode eksplanasi asosiatif/hubungan kausal.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah
Populasi dalam
penelltlan Im.,yaltu seluruh pegawai DP2KAD
Kabupaten Kayong-qytara yang berjumlah 33
pegawai dan seluruhnya mjgdlkan sampel

oy B
penelitian. : b

kebligkan tersebuttldak -kan berhasil’, _;'T eknik  pengumpulan ,a'at@.“ yang

Sumber daya adalah salah satu hal yang digunakan yaitu  dengan menyéiq:_alrkan

harus dlpenuhl dalam-implementasi suatu kebljakan angket/kuesmner den . an+ skala Li'ir:(ert,
Seperti @/ang diungkapkan oleh Edward Ill (dalam : dokumenta5| dan wawancara. }‘
Agustln&q2006.86) yang menyatakan bahwa: vr"' . i

“Salah salt hal.yang harus diperhatikan dan
dipenuhi

" R .
kebijakan adalah terpenuhinya resource. Resourc

Hl W Hasil  deskripsi

ydalam  mengimple rentasikan sua\%J

hHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
variabel sumber‘ daya,

ta@gapan responden engenai sumbel‘ daya

dalam hal ~|n| berkenaan de ‘gan ketersedlaa‘?r" f'* se‘banyakSorang (15,2 ) menyatakan balk 11

sumber daya'bb pendukung, khususnya berkenaan b‘ orang (33,3%) menyatakan kurang balkf dan

]
dengan sumberidaya manusia. -engan tersedianya

sumber daya mar'ilgf,ia yang memadai baik dari segi- -

kualitas dan kuantifa§, maka diharapkan_kebijakan

yang diimplementasik:;:{n.dapat mencapal tujuan dan

T e amape
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sebanyak 17 orang (51,5%) menyatakﬂn tidak baik.

_Dari hasil perhltungan nilai rata- péta dari sumber

daya yaltu sebesar 33,33. Dari hal tersebut

. § I
diketahui bahwa sumber dayasi Dinas Pendapatan,

=
=
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sasaran yang telah ditetapkan seb lumnya”.

Seperti telah disampaikan dalam teori diatas
bahwa sumber daya atau resource merupakan salah
Pengelolaan, Keuangan Kabupaten Kayong Utara
kurang baik.

dan Aset Daerahmasuk dalam kategori

satu yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam

maupun kualitas dan sumber daya pendukung lain

seperti terpenuhinya fasilitas berupa sarana dan

perhitungan, nilai rata-rata dari implementasi
kebijakan publik yaitu sebesar 33,33. Dari hal
tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan

publik di Dinas Pendapatan, Pengelolaan,

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kay_gng"" i

Utara masuk dalam kategori Kurang t}glk"
Variabel sumber daya memb#rlkan pengaruh
yang signifikan dan ppsmf terhadap implementasi
kebijakan publlkgfﬁlnas Pendapatan, Pengelolaan,
Keuangan daﬁ Aset Daerah’ yKabupaten Kayong
Utara. Hal ini dltunjukkan dengan hasil koef|3|en
koreIasT sebesar 0,757 lebih besar daripada nllal

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
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mengimplementasikan suatu kebijakan. Dengan
terpenuhinya sumber daya dalam hal ini sumber

daya manusia atau pegawai baik dari segi kuantitas

kebijakan  publik, tanggapan responden
mengenai implementasi  kebijakan  publik

sebanyak 6 orang (18,2%) menyatakan baik,
HasilrangifekTigg)  variabel  implementasi

menyatakan kurang baik, dan sebanyak 6 orang
(18,2%) menyatakan tidak baik. Dari hasil

66,7% menyatakan staf yang tersedia masih
kurang baik, kemudian informasi yang
tersedia  menyatakan bahwa  48,5%
menyatakan tidak baik dan wewenang yang
telah diberikan  juga belum  mampu
dllak’sanakan dengan baik yaitu sekitar

57,6% dan téhaL(hlr terkait fasilitas sebesar

175,8% menyatakan “fasilitas yang tersedia

o
-

adalah tidak baik. Ny

b. Variabel implementasi Peraturan Daerah

meor 23 Tahun 2010 tentang \Pajak
'Restoran merupakan ;variabel terikat yang

S|gn|quan5| sebesar 0,05 atau 5%. — dlkategorlkan kurang paik._Hal ini dapas

Mesklpun demikian, variabel sumber daya '1——- dilihat dari banyaknya frekuen5| tanggapgn
berpengaruh terhadap  implementasi kebijakan I: h responden yang menyatakan kurang baik dari
publlkianya sebesar 57,2%, yang diperoleh dajl H '

hasil pemltungan koefisien determma5| Sedang n

tlap tiap indikator implementasi ter§ebut
\Bsepertl indikator akses dimana ngaban
42,8% dbpengaruhl oleh faktor lain yang tiﬂak L & ‘responden sekitar 66,7% menjawat;' kurang
dibahas dalgm penelitian ini.

b . b

L menjawab sekitar 48,5% tidak bayk dan

%
k

D. KESIMPULAN : © <. .ndikator frekuensi  sebegar  54,5%

baik, sedangkan indik_ tor cakupan responden

1. Simpulan ."T,..‘ menyatakan kurang baik. f;“
' ¢. Berdasarkan hasil analisis re‘gresi linier
peneliti tarik ke3|mpu|an bahwa berdasarkan uji sederhana yang r__glaﬁ dilakukan dapat

F, Fhiung dibandingkan Ftabe. “dan*berdasarkan.. _dl.ketahUFbmwa koef|S|en dari persamaan

Berdasarkan pembahasan dlatas maka; dapat
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analisis data yang dilakukan diperoleh nilai terbukti dan diterima. Sehingga berdasarkan

Fuiung (41,493) dan nilai signifikan lebih kecil teori Edward 1l yang dijadikan dasar peneliti

Nomor 23 TahunRestoran. 2010 tentang Pajak

regresi adalah positif dan dapat dalam melakukan penelitian ini membuktikan 2)

ditarikkesimpulan sebagai berikut: Besarnya pengaruh antara variabel X

bahwa teori ini masih berlaku dan telah terbukti bahwa

salgh 19aiu ifakiRadin haMfEPeNERERI diyRlementasi
kebijakan adalah sumber daya. Berikut kesimpulan

dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000 <

0,005, maka H, diterima dan H, ditolak. Oleh

karena itu hipotesis peneliti dalam hal ini

SeCara umumnya:

terhadap variabel Y adalah sebesar 57,2% dan 42,8%

signifikan ] ) ] )
sisanya dipengaruhi olehfaktor lainnya.

berpengaruh positif dan

terhadap implementasi Peraturan Daerah

2. Implikasi

a. Variabel sumber daya sebagai variabel bebas Adapun manfaat dari penelitian ini

dikategorikan secara umum adalah tidak
baik. Hal ini dapat dilihat dari staf dimana

-6‘

Edwé”d 1

menyatakan bahwa sumber -"ﬂ‘aya merupakan
yang
Dilihat dari

2
penelitian infi dimana memang terdapat pengaruh

penelitian ini  dimana teori

salah  satu faktor, mempepgaruhl

implementasi ”,kebuakan. hasil
sumbe.ls*"daya terhadap implementasi Peraturan
Dagrﬁh Nomor+23' Tahun 2010 tentang Pajak

diharapkan dapat berguna bagi masa sekarang

A .. maupun masa yang akan datang. Dalam

"*kuantltas dari sumber daya tersebut agar
pelaksaﬁaaqlmplementaa kebijakan dapat
lebih baik. "‘\,h_

b. Terkait dengan peTékag_naan implementasi
Peraturan'Daerah Nomc;rl"~2;’>‘ Tahun 2010
tentang Pajak Restoran o?I'éh< pegawai

DP2KAD maka disarankan agar pg}aksanaan

R%storan di DP2KAD Kabupaten Kaybng Utara — .llmplementa5| kebijakan  dapat | lebih
sehlngga teori tersebut terbuktl dan relevan'_ = " ditingkatkan, misalnya merr?berlkan
seh!ngga bisa digunakan untuk penelitian Ieblh' 5“ kemudahan akses informasi bagi Waj',b pajak
lanjut untuk sekarang maupun pada masa ya dan  orang- orang yang membutuhkan
akan.datang 1' i informasi terkalt DP2KAD, fontohnya
D|I|hat dari manfaat praktlla, ’.‘ r’uﬁ‘* memberikan kesadaran akan pentmgnya

penelltran ini memberikan su bangan pemlklran

*)

dan pertlmbangan bagi inst nsi terkait dalam
|mplementa5| Peraturan Daerah Nomor 23,
Tahun 2010' tentang Pajak Restoran tersebut
dimana hasil penelltlan yaltu 'sumber, daya
mempengaruhi |mpLementaS| Peraturan Daerah
Nomor 23 Tahun 2010 teqtang Pajak«Restoran
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pajak melalui pembuatan ballhofdan lain-

K
lain. )
g

c.._Pengaruh variabel X terhadap variabel Y
sebesar ~57,2% 42,8%

5
dipengaruhi oleh faktor lain oleh karena itu

f.
dan  sisanya

diharapkan masih 4 a penelitian lanjutan
_—

e YaRGrakaN dilakukan leh mahasiswa lainnya
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pada batas kategori kuat d n masih terdapatfaktor
lain yang mempengaruhi yang belum
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
dari faktor lainnya tersebut.

diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu,

4. Keterbatasan Penelitian

diharapkan ada penelitian | njutan yang bisa
dilakukan oleh instansi maupun pihak lain yang

tertarik untuk meneliti faktor lain yang

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu

dimana penelitian ini hanya

memfokuskan pada faktor sumber daya

yang berpengaruh pada —
o
"(!

mempengaruhi tersebut sejt]ir, g'g{ implementasi

Peraturan Daerah,NOmor 28 Tahun"2010 ‘tentang

Pajak Resta dapat Ieb’h baik dimasa yang
akan da <Aaﬁg 3
b. QDPZKAD s maupun Pemda

r "
Kabupaten - " -

Kayong Utara untuk I.ebih memperhatikan dan dapat
eningkatkan  kualitas dan keterbatasan

Beni Arya Dwinanto
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Edward 11l masih ada faktor lain yang
mempengaruhi implementasi kebijakan
diantaranya disposisi, struktur birokrasi
dan

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
komunikasi. Selain itu menunjukan variabel X
juga hasil penelitian sumber daya hanya
dilakukan, berikut akan diajukan beberapa saran
dansemoga berguna dalam rangka perbaikan hal
tersebut diatas:

mempengaruhi variabel Y sebesar 57,2 %

dan sisanya 42,8 % dipengaruhi oleh
variabel lain selain variabel X. Selain itu

juga penulis

Mengmgat sumber daya yang ada

'mp'eme”t DRk Ao " IO R U LRI
: pemul?%e.hlngga belum baik
‘maka dlh’orrﬁpkan kepada

penelltlan ini belum\sebaik yang

dlharapkan.

«tersebut penulis mengharapkansemogda penulis lain

(ﬂgﬂakamﬁyﬁﬁrgaﬂaaﬁi%gﬁwﬁm%% A penelitian
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